BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan, di bagian belahan dunia manapun adalah merupakan kunci
kemajuan suatu masyarakat, karena pendidikan adalah upaya pembentukan
karakter termasuk pembentukan pola-pikir manusia yang merupakan
kemampuan dasar yang dimiliki yang akan membentuk dan menentukan sikap
dan perilaku masyarakat, demikian pula di Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, berbagai upaya telah
dilakukan oleh pemerintah. Diantara usaha itu adalah perumusan perundang-
undangan tentang pendidikan, mulai dari Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional dengan berbagai perangkat peraturan pendidikan dan kebijakan
pelaksanaannya, pelatihan-pelatinan kependidikan, pengembangan kurikulum,
pengadaan sumber-sumber belajar, serta perbaikan sarana dan prasarana
pendidikan. Namun kenyataan di lapangan mutu pendidikan di Indonesia
masih belum sebagaimana diharapkan. Diperlukan upaya-upaya perbaikan,
utamanya di internal dunia pendidikan itu sendiri, agar mampu mengejar
ketertinggalan di bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
diperlukan bagi hajat kehidupan masyarakat modern, yang selalu dituntut
menyesuaikan dengan kemajuan budaya disamping tetap mengedepankan

pembentukan karakter sebagai bangsa yang berbudi luhur.



Dalam perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia, tugas pendidikan
disamping menjadi kewajiban negara, sebagian juga dilakukan oleh madrasah
sebagai lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat,
organisasi sosial, yayasan berbadan hukum, maupun kelompok atau
perorangan. Searah dengan awal keberadannya, madrasah telah memiliki
sejarah panjang dan peran penting dalam percaturan pendidikan di Indonesia.
Sebagaimana dikutip Ahmad Tafsir, keberadaan madrasah sebagai lembaga
pendidikan semakin berkembang seiring dengan tingkat perkembangan
tuntutan orang tua, siswa dan masyarakat.'

Kualitas madrasah dewasa ini sudah mengalami banyak kemajuan
dibanding sebelumnya, tetapi masih belum tuntas. Terdapat beberapa
madrasah yang kualitas dan prestasi akademiknya sejajar bahkan melebihi
sekolah, namun secara umum madrasah masih perlu pembenahan dan
perbaikan di banyak hal, dengan berbagai keterbatasan, utamanya kemampuan
masyarakat penyelenggara serta kondisi yang kurang menguntungkan terkait
kebijakan pemerintah daerah yang masih belum konsisten antara perangkat
perundangan yang lebih tinggi dengan kebijakan yang berlaku di daerah.?

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah ditegaskan bahwa sistem
pendidikan nasional yang bersifat sentralistik selama ini, kurang mendorong

terjadinya demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pendidikan.

! Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Islam dalam Prespektif Isalam (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 1991), 107.

2 pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa,
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Bab 11, Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal
4, (1).



Sistem pendidikan yang sentralistik juga kurang bisa mengakomodir
kepentingan dan keberagaman daerah, sekolah, serta peserta didik, bahkan
cenderung mematikan partisipasi masyarakat dalam pengembangan
pendidikan. Berangkat dari problematika ini pemerintah mengambil suatu
kebijakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
disempurnakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, dimana sejumlah kewenangan telah diserahkan kepada daerah, yang
memungkinkan daerah dapat melakukan kreasi, inovasi dan improvisasi dalam
upaya pembangunan daerahnya, termasuk dalam pembangunan daerahnya.®

Meskipun secara teoritis dengan adanya Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ini diharapkan dapat membawa nafas
segar bagi dunia pendidikan terutama di lingkup madrasah, namun secara
praktis persoalan yang muncul adalah adanya anggapan bahwa madrasah yang
kewenangan pembinaan berada di bawah Kementerian Agama, tidak termasuk
urusan yang di-otonomi daerah-kan karena dianggap identik dengan urusan
agama yang menjadi urusan pemerintah pusat.*

Dampak yang ditimbulkan dari anggapan tersebut, berakibat banyak
kebijakan diberbagai daerah termasuk di Kabupaten Tuban, madrasah tidak

memperoleh porsi perhatian sepadan dengan sekolah di bawah pembinaan

® Hasbullah, Otonomi Pendidikan “Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap
Penyelenggraan Pendidikan’ (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 2.

* Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi: a.politik luar negeri; b.pertahanan; c.keamanan; d.yustisi; e.moneter dan fiskal nasional,
dan f. agama. UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, Bab Il Bab I1l, Pembagian
Urusan Pemerintahan, Pasal 10.



Dinas Pendidikan, baik dalam hal bantuan sarana prasarana pisik, bantuan
operasional sekolah (BOS), maupun bantuan lainnya dari Pemerintah
Kabupaten. Menurut hemat penulis, hal tersebut adalah merupakan kebijakan
yang tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
Lebih dari itu, adalah tidak sesuai pula dengan semangat yang terkandung
dalam pokok-pokok pikiran Pembukaan UU Dasar 1945 dimana: 1. “Negara”
—begitu bunyinya- “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia™. 2. Negara hendak mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat.”

Pada sisi yang lain, di internal madrasah sendiri juga masih
dihadapkan pada persoalan keterbatasan sarana prasarana, kualitas tenaga
pendidik dan kependidikan, keterbatasan pendanaan, terutama persoalan yang
sedang diteliti oleh penulis ialah penyelenggaraan supervisi pendidikan Islam,
yang menurut hemat penulis sangat mendesak untuk dicari jalan keluarnya,
karena supervisi pendidikan merupakan salah satu fungsi manajemen yang
sangat diperlukan agar pelaksanaan usaha pendidikan pada madrasah untuk
dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Secara lebih umum Nitisemito memberikan makna supervisi atau
pengawasan sebagai berikut :

Usaha untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan
dari pada rencana-rencana, instruksi-instruksi, saran-saran dan sebagai

> UUD 1945 & GBHN, Grahamedia Press, 2013, 15.



nya yang telah ditetapkan. Dengan pengawasan (controlling) diharap
kan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dapat ditekan
sehingga kemungkinan timbulnya kerugian yang besar dapat dihilang
kan atau setidak-tidaknya diperkecil. Hal ini berarti dengan adanya
pengawasan yang baik, akan lebih dapat diharapkan tujuan yang telah
ditetapkan akan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien.®

Dalam dunia pendidikan, supervisi yang didalamnya mencakup unsur
bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan agar tujuan pendidikan yang
telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien sekaligus menghindari
terjadinya penyimpangan, sebagaimana dinyatakan H. Zaini Dahlan, bahwa:

Pengawasan atau supervisi merupakan salah satu faktor yang
menentukan keberhasilan dan pencapaian tujuan pendidikan.

Bagaimanapun baiknya program pendidikan dan pengajaran yang

dituangkan dalam bentuk kurikulum bila tidak disertai dengan

pengawasan, maka tidak mungkin pendidikan dan pengajaran itu akan
berhasil dengan baik. Sebab tidak semua guru secara terus menerus
dapat melakukan tugasnya sebagaimana yang diharapkan. Adakalanya
mereka rajin dan kadangkala bermalas-malas karena sesuatu hambatan

yang perlu diketahui melalui pengawasan untuk dicari pemecahannya
dengan jalan kerjasama.’

Penulis berpendapat bahwa faktor supervisi pendidikan Islam pada
lembaga madrasah belum mendapatkan perhatian secara serius. Keberadaan
supervisi pendidikan Islam di madrasah sebagai fungsi pengawasan yang
merupakan salah satu faktor penting dalam menejemen pendidikan, belum
tersentuh secara optimal dalam program pendidikan di lingkungan madrasah.
Untuk pengembangan pendidikan di madrasah termasuk peningkatan
profesionalisme guru, selama ini pelaksanaannya lebih bergantung kepada

kepemimpinan kepala madrasah karena Kketerbatasan pembinaan dari

® Alex S. Nitisemito., Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999),
105.

" Departemen Agama, RI, Instrumen dan Pedoman Evaluasi Supervisi Pendidikan Agama
(Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Mutu Tenaga Tekhnis Pendidikan Agama, 1999), vii.



pengawas. Sebesar apapun input madrasah ditambah atau diperbaiki,
outputnya belum akan optimal, manakala faktor supervisi pendidikan sebagai
fungsi pengawasan belum mendapatkan perhatian secara lebih intens.
Kegiatan pengawasan pendidikan Islam yang melibatkan institusi,
organisasi, orang-orang, program, dan seperangkat instrumen, akan dapat
memperoleh hasil yang optimal apabila dilakukan secara terencana,
terorganisir, terkendali, terarah dan terkontrol secara baik dengan tingkat
intensitas yang memadai. Berdasarkan pemikiran di atas, maka dapat ditarik
suatu pengertian bahwa agar proses pendidikan di madrasah dapat mencapai
tujuan yang diharapkan, perlu didukung kemampuan profesional guru dan
tenaga kependidikan lainnya dalam pelaksanaan tugas. Agar kemampuan
profesional guru dan tenaga kependidikan dapat berkembang dengan baik,
maka diperlukan adanya pengawasan atau supervisi pendidikan yang intensip,
karena hakekat tujuan supervisi pendidikan itu adalah melakukan pembinaan
yang terencana dan terarah guna membantu para guru dan pegawai
sekolah/madrasah dalam melakukan pekerjaan mereka secara lebih efektif.?
Berangkat dari pemikiran di atas dan mencermati persoalan-persoalan
yang berkembang di lapangan berkenaan dengan penyelenggaraan supervisi
pendidikan Islam di madrasah pada era otonomi daerah di Kabupaten Tuban,
berdasarkan pengamatan penulis terdapat sejumlah problematika yang terjadi
dan dirasa perlu dicari bagaimana jalan keluarnya, maka diperlukan penelitian

agar pelaksanaannya dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

& Mariono, Dasar-dasar dan Teknik Menjadi Supervisor Pendidikan (Yogjakarta: Ar-Ruz Media,
2011), 17.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka beberapa

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1.

Bagaimana proses penyelenggaraan supervisi pendidikan Islam di
madrasah pada era otonomi daerah di Kabupaten Tuban?

Bagaimana problematika supervisi pendidikan Islam di madrasah pada era
otonomi daerah di Kabupaten Tuban?

Bagaimana langkah-langkah solusi antisipatif supervisi pendidikan Islam

di madrasah pada era otonomi daerah di Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah ditemukannya format proses

penyelenggaraan supervisi pendidikan Islam di madrasah pada era otonomi

daerah di Kabupaten Tuban. Sedangkan secara lebih khusus penelitian ini

bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan proses penyelenggaraan Supervisi Pendidikan Islam di

madrasah pada era otonomi daerah di Kabupaten Tuban.
Mencermati problematika penyelenggaraan supervisi pendidikan Islam di
madrasah pada era otonomi daerah di Kabupaten Tuban.
Merekomendasikan langkah-langkah solusi antisipatif penyelenggaraan
supervisi pendidikan Islam di madrasah pada era otonomi daerah di

Kabupaten Tuban.



D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun
praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membangun paradigma
baru tentang penyelenggaraan supervisi pendidikan pada madrasah di era
otonomi daerah, dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan
pendidikan pada madrasah sekaligus upaya membantu pemerintah dalam
bidang pencerdasan kehidupan bangsa.

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi:

1. Kementerian Agama
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar
pertimbangan dalam upaya pembinaan terhadap para tenaga pendidik
yakni kepala madrasah, guru-guru dan pengawas madrasah atau pengawas
pendidikan agama Islam, untuk melakukan kegiatan supervisi pendidikan

yang lebih effektif di era otonomi daerah.

2. Pemerintah Kabupaten dan Dinas Pendidikan
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi
Pemerintah Kabupaten dan Dinas Pendidikan, untuk menyusun kebijakan
baru selaras dengan paradigma otonomi daerah dalam upaya pembinaan
pendidikan secara lebih berkualiutas, berkeadilan dan tidak diskriminatif,
utamanya kebijakan terhadap pembinaan pendidikan di madrasah yang

merupakan aset masyarakat dan Pemerintah Daerah.



3. Pengawas Madrasah
Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pengawas
madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam dalam pelaksanaan tugas
supervisi pendidikan, sekaligus wawasan tentang penyelenggaraan

supervisi pendidikan pada madrasah di era otonomi pendidikan.

4. Kepala Madrasah
Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi kepala
madrasah dalam menyelenggarakan supervisi pendidikan di lembaga yang
menjadi tanggungjawabnya, sekaligus memberikan informasi atas

penyelenggaraan supervisi pada madrasah di era otonomi pendidikan.

5. Pengelola Lembaga Pendidikan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para
pengelola pendidikan secara umum, baik sekolah maupun madrasah, baik
formal maupun non formal dalam upaya mewujudkan peningkatan
profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan di era otonomi daerah.
Dengan demikian informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar
konseptual dalam upaya mewujudkan peningkatan profesionalisme tenaga

kependidikan di era otonomi daerah.

6. Peneliti Lain
Penelitian ini dapat digunakan untuk melihat kesesuaian dan

manfaat dari berbagai teori penyelenggaraan supervisi pendidikan yang
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berkembang saat ini. Selain itu penelitian ini diharapkan menjadi inspirasi

dan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lain.

E. Penegasan Istilah
Terdapat beberapa kata kunci (key word) dalam judul desertasi ini
yang perlu difahami agar diperoleh pengertian yang jelas dan batasan-batasan

pengertian terhadap permasalahan yang dibahas, yaitu:

1. Supervisi Pendidikan Islam

Supervisi merupakan suatu aktivitas pembinaan yang terencana
untuk membantu para guru dan pegawai sekolah melakukan pekerjaan
mereka secara efektif. Supervisi pendidikan diartikan sebagai bimbingan
profesional bagi guru-guru. Bimbingan profesional yang dimaksud adalah
segala usaha yang dilakukan mampu memberikan kesempatan bagi kepala
sekolah atau madrasah dan guru-guru, agar berkembang secara
profesional, agar lebih maju dalam melaksanakan tugas pokok seperti
memperbaiki dan meningkatkan proses belajar murid-murid. Oleh karena
itu keberadaan dan perkembangan suatu pengajaran sangat tergantung
pada kemampuan mengajar guru dan managemen kepala madrasah, jadi
perhatian utama kegiatan supervisi terdapat pada peningkatan kemampuan
profesional kepala madrasah dan para guru dalam peningkatan mutu anak
didik dalam proses belajar mengajar.

Supervisi merupakan suatu proses yang dirancang secara khusus

untuk membantu para guru dalam mempelajari persoalan tugas sehari-hari
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di sekolah, dan diharapkan agar guru bersama supervisor mampu
menggunakan dan memanfaatkan pengetahuan serta kemampuannya untuk
memberikan layanan yang lebih baik kepada sekolah dan peserta didik.
Serta berupaya menjadikan sekolah atau madrasah sebagai masyarakat
belajar yang lebih efektif. Untuk itu peranan supervisor sendiri adalah
memberi dukungan (support), membantu (assisting), dan mengikut
sertakan (sharing). Jadi peranan seorang supervisor adalah menciptakan
suasana sedemikian rupa agar guru-guru merasa aman dan bebas dalam
mengembangkan potensi dan daya kreasi dengan penuh tanggung jawab.
Suasana yang demikian hanya dapat terjadi apabila kepemimpinan dari
supervisor itu mampu berlaku demokratis bukan sebaliknya berlaku
otokratis. Kebanyakan guru seolah-olah mengalami kelumpuhan tanpa
inisiatif dan daya kreatif kalau supervisor dalam melakukan interaksi
bersifat mematikan.

Sedangkan yang dimaksud supervisi pendidikan Islam disini
adalah sebuah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas atau supervisor
terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dalam hal ini adalah

madrasah yang berada dibawah naungan Kementerian Agama.

Madrasah

Madrasah berasal dari ajaran Islam yaitu sebuah wadah atau tempat
belajar ilmu-imu keislaman dan ilmu pengetahuan keahlian lainnya.
Namun dalam konteks penelitian ini yang dimaksud dengan madrasah

adalah sebuah lembaga pendidikan formal yang berada dibawah naungan
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Kementerian Agama dan secara yuridis setara dengan lembaga pendidikan
yang berada di bawah naungan Kemendikbud.

Madrasah adalah sekolah umum plus. Madrasah harus 100%
mengikuti kurikulum yang ada pada tingkat SD-SMP-SMA untuk
madrasah yang sejajar kemudian ditambah dengan mata pelajaran agama.
Dalam penyebutan pada penulisan ini madrasah sebagai lembaga

pendidikan diindentikkan dengan sekolah.

. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepenting
an masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Daerah otonom yang dimaksud disini adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kehadiran UU Nomor 32 tahun
2004 yang sebelumnya dimulai dengan UU Nomor 29 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, di mana sejumlah kewenangan telah diserahkan
oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerinta Daerah, memungkinkan daerah
untuk melakukan kreasi, inovasi dan improvisasi dalam upaya
pembangunan daerahnya, termasuk dalam bidang pendidikan.

Mengenai bidang pendidikan, khususnya yang secara kelembagaan

adalah pendidikan Islam, seperti madrasah, maka dengan bergulirnya
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Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian berlanjut

pada otonomi daerah dan otonomi pendidikan, sesungguhnya sebagai

bentuk reposisi madrasah itu sendiri. Hal ini karena sejak semula

madrasah merupakan community based education. Oleh sebab itu, di era

otonomi daerah dan otonomi pendidikan, reposisi kelembagaan Islam yang

dalam hal ini adalah madrasah, ditujukan pada berkembangnya identitas

lembaga tersebut secara lebih mandiri yang melalui proses pendidikan di

madrasah pada akhirnya akan mampu melahirkan pribadi-pribadi peserta

didik yang mempunyai identitas karena pendidikan di madrasah dengan

ciri khas yang dimilikinya.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui sisi mana dari penelitian yang telah diungkap dan

sisi lain yang belum terungkap, diperlukan adanya kajian terhadap penelitian

terdahulu. Dengan begitu akan mudah untuk menentukan fokus yang akan

dikaji yang belum digarap oleh peneliti-peneliti terdahulu. Ada beberapa hasil

studi penelitian yang penulis anggap mempunyai relevensi dengan penelitian

ini, di antaranya adalah:

Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu

No Nama da_n_ Thn Fokus Temuan
Judul Penelitian

1. | KINERJA 2013 | Kinerja 1) Kinerja  penyusunan
PENGAWAS Penyusunan Prota, Promes dan
PENDIDIKAN Program RKA.
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AGAMA
ISLAM SMA
DI KOTA
SEMARANG
TAHUN 2012,
Tesis,

IAIN Wali
Songo

Oleh:

Naufal Lubab

Pengawasan,
Pelaksanaan
Program, dan
Pelaporan
pelaksanaan
program
pengawasan PAI
SMA di Kota
Semarang
Tahun 2012.

2)

Secara kuantitatif ada
2, yaitu pengawas yang
telah menyusun dan
belum menyusun
program pengawasan.

Kinerja pengawas PAI
SMA dalam pelaksana
an program pengawas
an secara kuantitatif
pelaksanaan Prota dan
Promes, yang berhasil
7 standar 2 pengawas,
3 standar 3 pengawas,
2 standar 1 pengawas,
dan tidak sama sekali 4
pengawas, serta
Program RKA; semua
pengawas.

Kemudian, pelaksana
an pembimbingan,
pelatihan, dan pengem
bangan profesionalitas
guru, pembinaan dan
pemantauan  pelaksa
naan standar PAI, dan
PKG PAI SMA kurang
baik.

Persoalan tersebut ber-
kaitan pembacaan seca
ra kualitatif: masuk-
nya pengawas baru
dalam awal kepenga-
wasan, beban tugas
madrasah dan guru
binaan yang overload,
rangkap jabatan penga
was, kurang leluasa
sebagai pengawas aka-
demik daripada manaje
rial, kurangnya perhati
an data dokumen.
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3)

Dari segi  waktu
masing-masing penga
was  pelaksanaannya
ada yang di semester
gasal, semester genap
atau pada dua semester
gasal dan genap sesuai
dengan masa aktifnya.
Sementara dalam kerja
sama lebih  bersifat
individual.

Kinerja pengawas PAI
SMA dalam pelaporan
pelaksanaan  program
pengawasan secara
kuantitatif ~ pengawas
melaksanakan pada
Labul  menyesuaikan
dengan masa aktif
kerja 10 pengawas dan
Lames gasal saja ada 8
pengawas.

Secara kualitatif Labul
masih berbasis jurnal
kunjungan  kepenga-
wasan. Begitu pula
Lames belum berisi
analisis kegiatan pada
semester yang telah
berjalan.

Secara waktu penyusu
nan Labul tepat waktu,
demikian juga Lames
gasal. Sistem kerjasa
manya lebih bersifat
individual

GAYA
KEPEMIMPIN
AN DAN SU
PERVISI
KEPALA
SEKOLAH

2011

Peningkatan
Kemampuan
Profesionalisme
Guru

Hasil penelitian menunjuk
kan bahwa gaya kepemim
pinan Kepala MTs Tarbi
yatus Shibyan Asemrowo
Surabaya dalam mening
katkan profesionalisme
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DALAM guru adalah gaya kepe-
USAHA mimpinan demokratis,
PENINGKAT yaitu pemimpin dalam
AN PROFESIO meningkatkan  profesio-
NALISME nalisme guru menganggap
GURU, bawahan (guru) sebagai
Tesis, partner, memberikan kebe
IAIN Sunan basan berkreasi, berkrea
Ampel tivitas dan meningkatkan
Surabaya, profesionalnya,  senang
Oleh : menerima saran, ide dan
M. Asroful kritik bawahan, mengko
Anam munikasikan  kebijakan
dan masalah, membangun
tim kerja secara kekeluar
gaan, membangun gairah
kerja dan memberikan
kesempatan kepada bawah
an untuk  menduduki
jabatan  sesuai dengan
kemampuan serta mening-
katkan kesejahteraan seca
ra adil.
PERANAN 2010 | Peran 1) Tentang pelaksanaan su
SUPERVISI Supervisor pervisi  (pengawasan)
PENDIDIKAN dalam mening pendidikan Islam di
ISLAM katkan MTsN Rungkut Suraba
DALAM profesionalisme ya, dilaksanakan secara
PENINGKAT guru kondisional dan situasio
AN MUTU nal yang juga berpe
GURU DI MA- gang teguh pada keten
DRASAH TSA tuan-ketentuan yang
NAWIYAH ditetapkan, Dalam
NEGERI pelaksanaan tugasnya,
RUNGKUT pengawas telah meng-
SURABAYA gunakan gaya kepemim
Skripsi, pinan yang baik dan
IAIN Sunan relatif, yakni kepemim
Ampel pinan situasional dan
Surabaya kondisional, yang selalu
Oleh: mementingkan pada
A. Muzakki kebutuhan bawahannya,

dalam hal ini guru,




17

PENGARUH
KOMPETENSI,
LINGKUNGAN
KERJA DAN
SUPERVISI
PIMPINAN
TERHADAP
KINERJA
PEGAWAI
KANTOR
DEPARTEMEN
AGAMA
KABUPATEN
TUBAN,

Tesis,
Universitas
Wijaya Putra
Surabaya,
Oleh: Sutrisno

2006

Peranan Super
visi Pimpinan
terhadap
peningkatan
Kinerja pegawai

dengan melihat situasi
dan  kondisi  yang
sedang dihadapi.

2) Peranan supervisi pendi

dikan Islam di MTsN
Rungkut Surabaya,
banyak membawa dam
pak  kemajuan dan
peningkatan  terhadap
mutu mengajar guru.
Terkait dengan proses
belajar mengajar, awal
nya mutu guru di
MTsN Rungkut Suraba
ya, kurang baik, dan
memuaskan. Hal itu
terjadi karena masih
minimnya pengetahuan
dan pengalaman guru
dalam menguasai mate
ri dan menggunakan me
dia pembelajaran, yang
minim adanya di MTsN
Rungkut Surabaya.

. Ada pengaruh secara

simultan dari kompeten
si, lingkungan kerja dan
supervisi pimpinan ter
hadap kinerja pegawai
di lingkungan Departe
men Agama Kabupaten
Tuban sebesar 17,9%,
sedangkan 82,1% Kkiner
ja pegawai dipengaruhi
oleh variabel lain.

. Supervisi pimpinan se-

cara parsial berpenga-
ruh signifikan terhadap
kinerja pegawai, sedang
kan kompetensi dan
lingkungan kerja tidak
berpengaruh signifikan
terhadap Kinerja pega-
wai.
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Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat penulis jelaskan
bahwa posisi penelitian ini merupakan tindak lanjut dari beberapa penelitian
yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, khususnya penelitian
Naufal Lubab dan Sutrisno. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada
problematika pengawasan pendidikan agama Islam pada madrasah di era
otonomi daerah, dan juga penulis memberikan beberapa rekomendasi atau

solusi dalam pemecahan masalah supervisi di era otonomi daerah.

G. Sistematika Penulisan

Bab pertama; merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang
masalah yang menguraikan secara umum problematika penyelenggaraan
supervisi pendidikan Islam pada madrasah di era otonomi daerah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian
terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab kedua; membahas konsep tentang penyelenggaraan supervisi
pendidikan Islam pada madrasah di era otonomi daerah, sebab itu bab ini
berisi tentang: supervisi pendidikan, pendidikan Islam, madrasah, era otonomi
daerah dan tentang penyelenggaraan supervisi pendidikan Islam pada
madrasah di era otonomi daerah.

Bab ketiga; membahas metode penelitian yang meliputi: paradigma
penelitian; pendekatan dan rancangan penelitian; lokasi dan latar penelitian;
data, sumber data dan instrumen penelitian; prosedur pengumpulan data;

analisis data; pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.
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Bab keempat; membahas tentang deskripsi problematika penyeleng-
garaan supervisi pendidikan Islam pada madrasah di era otonomi daerah. Bab
ini berusaha memaparkan data penelitian lapangan setelah dilakukan proses
reduksi, display dan verifikasi. Paparan tersebut meliputi deskrispsi singkat
karakteristik latar penelitian, penyelenggaraan supervisi pendidikan Islam
pada madrasah di era otonomi daerah, problematika penyelenggaraan
supervisi pendidikan Islam pada madrasah di era otonomi daerah.

Bab kelima; merupakan analisis dan pembahasan problematika
penyelenggaraan supervisi pendidikan Islam pada madrasah di era otonomi
daerah. Bab ini berisi tentang temuan penelitian dan diskusi hasil studi yang
terkait dengan fokus atau rumusan penelitian dan diskusi hasil studi yang
terkait dengan fokus atau rumusan penelitian, yaitu berupa analisis tentang
problematika penyelenggaraan supervisi pendidikan Islam pada madrasah di
era otonomi derah yang dijabarkan secara rinci berdasarkan rumusan masalah.

Bab keenam; merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran-

saran, serta implikasi teoritik.



